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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pasal 1365KUHPerdata tidak membedakan berlakunya pasal perbuatan melawan hukum bagi perseorangan

maupun badan hukum, juga tidak membedakan antara badan hukum publik maupun privat Perbuatan

Melawan Hukum oleh Penguasa atau Onrechtmatige Overheidsdaad dalam praktek, khususnya mengenai

perbuatan lembaga eksekutif terjadi sebagai konsekuensi kekuasaan eksekutif yang kerap kali berbenturan

dengan hak-hak pribadi para warga. Dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia yang telah ditetapkan

kedudukan dan perannya sebagai suatu lembaga pemerintahan yang berikan kewenangan khusus oleh

undang-undang dapat dikategorikan sebagai Penguasa dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum oleh

Penguasa. Karena pemerintah dengan organ-organnya sebagai Penguasa dalam menjalankan tugasnya guna

mencapai tujuan Negara melakukan tindakan-tindakan berdasarkan wewenang khusus
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<b>ABSTRACT</b><br>

Article 1365 of Indonesian Civil Code does not distinguish the enactment of Article against the law for

individuals and legal entities, also it does not distinguish between legal entities of public and private

Unlawful Act by the Ruler or onrechtmatige Overheidsdaad in practice, in particular concerning actions of

the executive occur as a consequence of executive powers which often collide with personal rights of the

citizen. In this case, the Attorney General of the Republic of Indonesia with predetermined position and its

role as a government agency given special authority by the law may be categorized as Ruler in the concept

of Unlawful Act by the Ruler. Since the government with its organs as Ruler in their duties to achieve the

goals of the State to perform actions based on specific authorization.
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